PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351 ) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/02/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Magetan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 81
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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Mengingat :

1.

2014 tentang Desa, besaran tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Lainnya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2020.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya
Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan Kepala Desa ini;

Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal
ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki

dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




Lampiran :Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/02/Kept./403.411.6/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No. Nama Jabatan Jumlah/bulan Ket
(Rp.)

1. | Sudiyanto Kepala Desa 3.000.000,-
2. | Amar Ibnu Widodo Sekretaris Desa 2.300.000,-
3. | Akat Wibowo Kaur Keuangan 2.050.000,-
4. | Nurul Utaminingsih Kaur TU dan Umum 2.050.000,-
S. | Tri Ratna Sari Kaur Perencanaan 2.050.000,-
6. | Muslih Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan 2.050.000,-
7. | Eny Susilowati Kasi Pemerintahan 2.050.000,-
8. | Lila Zubaidah Kamituwo I 2.050.000,-
9. | Ganjari Kamituwo II 2.050.000,-
10. | Sawal Aryadi Kamituwo III 2.050.000,-
11. | Agus Triwandoyo Kamituwo IV 2.050.000,-

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351 ) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/03/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
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d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa Lainnya,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)



10.

11.

12.

13.

14.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Magetan.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa Lainnya.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Memberikan Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa Gulun, Kecamatan Maospati,
Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;

Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDES) Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




Lampiran :Keputusan Kepala Desa

Nomor
Tanggal

TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

: 188/03/Kept./403.411.6/2020
: 02 Januari 2020

Jumlah/bulan

No. Nama Jabatan Ket
(Rp.)

1. | Sudiyanto Kepala Desa 650.000,-
2. | Amar Ibnu Widodo Sekretaris Desa 325.000,-
3. | Akat Wibowo Kaur Keuangan 200.000,-
4. | Nurul Utaminingsih Kaur TU dan Umum 200.000,-
S. | Tri Ratna Sari Kaur Perencanaan 200.000,-
6. | Muslih Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan 200.000,-
7. | Eny Susilowati Kasi Pemerintahan 200.000,-
8. | Lila Zubaidah Kamituwo I 200.000,-
9. | Ganjari Kamituwo II 200.000,-
10. | Sawal Aryadi Kamituwo III 200.000,-
11. | Agus Triwandoyo Kamituwo IV 200.000,-

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351 ) 865806
\ Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/04/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

TUNJANGAN KEDUDUKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 huruf c¢ Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa
Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan  biaya
operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 62 huruf e Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat
tunjangan kedudukan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
PERTAMA

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Magetan;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Memberikan Tunjangan Kedudukan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan

ini.



KEDUA

KETIGA

Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDES) Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




Lampiran :Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/04/Kept./403.411.6/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

PENERIMA TUNJANGAN KEDUDUKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Besar Tunjangan

No. Nama Jabatan @ BulanJ (Ré) Ket
1. Mujianto, SP, MTP. Ketua 500.000,-

2. Suharjito Wakil Ketua 400.000,-

3. Surati Sekretaris 350.000,-

4. Warno Anggota 300.000,-

5. Suroto Anggota 300.000,-

0. Suroso Anggota 300.000,-

7. Suprapto Anggota 300.000,-

8. Ahmad Dwi P. Anggota 300.000,-

9. Musri Rahayu Anggota 300.000,-

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351 ) 865806
\ Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/05/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Peraturan
Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan,
disebutkan bahwa paling banyak 30 % dari mumlah anggaran
desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan untuk antara
lain memberikan insentif kepada Rukun tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);


http://www.gulun.magetan.go.id/
mailto:pemdesgulun@gmail.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Magetan;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Memberikan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan
tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDES) Tahun Anggaran 2020;



KETIGA

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




Lampiran :Keputusan Kepala Desa
: 188/05/Kept./403.411.6/2019

Nomor
Tanggal

: 02 Januari 2020

PENERIMA INSENTIF

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI

TAHUN ANGGARAN 2020

Besar Insentif

No. Nama Jabatan @ Bulan (Rp.)
1. Bari KETUA RT.01 100.000,-
2. Pamuji KETUA RT.02 100.000,-
3. Tasmiran KETUA RT.03 100.000,-
4. Yudha Eko Bakti KETUA RT.04 100.000,-
5. Lamidin KETUA RT.05 100.000,-
0. Ramelan KETUA RT.06 100.000,-
7. Sumiyatun KETUA RT.07 100.000,-
8. Sri Wahyuni KETUA RT.08 100.000,-
9. Fahtoni KETUA RT.09 100.000,-
10. Sarno KETUA RT.10 100.000,-
11. Sugeng Purnomo KETUA RT.11 100.000,-
12. Sukat KETUA RT.12 100.000,-
13. Edi Kusmanto KETUA RT.13 100.000,-
14. Pardi KETUA RT.14 100.000,-
15. Imam Rochim KETUA RT.15 100.000,-
16. Juwari KETUA RT.16 100.000,-
17. Sulastri KETUA RT.17 100.000,-
18. Gatot Suparyanto KETUA RT.18 100.000,-
19. Wakid Nurhasim KETUA RT.19 100.000,-
20. Suhartoyo KETUA RT.20 100.000,-
21. Sungkono KETUA RT.21 100.000,-
22. Jumini KETUA RT.22 100.000,-
23. Supriyono KETUA RT.23 100.000,-
24. Sumadi KETUA RT.24 100.000,-
25. Yohannes Suprapto KETUA RW.01 100.000,-
26. Agus Santoso KETUA RW.02 100.000,-
27. Suparno KETUA RW.03 100.000,-
28. Umbar Sutrisno KETUA RW.04 100.000,-

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.




